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ABSTRAK

KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH DI INDONESIA : PERSPEKTIF
ANALITIS PENGARUH EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN
DEMOKRASI

OLEH

DEVITA SARI

Ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam
pembangunan nasional. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh investasi,
pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, dan demokrasi terhadap ketimpangan
ekonomi wilayah di Indonesia selama periode 2018-2023. Data yang digunakan
merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah
menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan FEM. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan,
dan demokrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan
ekonomi wilayah. Nilai R-squared (R?) sebesar 0,989608 menunjukkan bahwa
sebesar 98,96 persen variasi ketimpangan ekonomi wilayah dapat dijelaskan oleh
variabel-variabel independen dalam model, sedangkan 1,04 persen dipengaruhi
oleh faktor lain. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan upaya strategis berupa
pemerataan investasi antarwilayah, penguatan desentralisasi fiskal, percepatan
pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tertinggal, serta peningkatan tata kelola
dan kualitas layanan publik daerah.

Kata Kunci : Ketimpangan Ekonomi Wilayah, Investasi, Pertumbuhan
Ekonomi, Infrastruktur Jalan, Demokrasi



ABSTRACT

REGIONAL ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA : AN
ANALYTICAL PERSPECTIVE ON THE INFLUENCE OF ECONOMY,
INFRASTRUCTURE AND DEMOCRACY

By

DEVITA SARI

Regional economic inequality in Indonesia is still a major challenge in national
development. The purpose of the study is to analyze the effect of investment,
economic growth, road infrastructure, and democracy on regional economic
inequality in Indonesia during the period 2018-2023. The data used is secondary
data from the Central Bureau of Statistics (BPS) which is processed using the panel
data regression method with the FEM approach. The results showed that the
variables of investment, economic growth, road infrastructure, and democracy
partially had a significant effect on regional economic inequality. The R-squared
(R"2) value of 0.989608 indicates that 98.96 percent of the variation in regional
economic inequality can be explained by the independent variables in the model,
while 1.04 percent is influenced by other factors. Based on these results, strategic
efforts are needed in the form of equitable investment between regions,
strengthening fiscal decentralization, accelerating road infrastructure development
in underdeveloped regions, and improving the governance and quality of regional
public services.

Keywords : Regional Economic Inequality, Investment, Economic Growth, Road
Infrastructure, Democracy
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar hingga saat ini yang dirasakan
di banyak negara dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research
Center pada tahun 2024 di 36 negara termasuk Indonesia, lebih dari setengah
responden atau 54 % menganggap kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan
orang miskin sebagai masalah yang sangat besar di negaranya dan Sebanyak 30%
lainnya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan masalah yang cukup besar
(Wike et al., 2025).

Ketimpangan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan wilayah
yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan
tingkat kemiskinan di berbagai daerah (Hadju et al., 2021). Ketimpangan ekonomi
antarwilayah muncul akibat adanya perbedaan besar antara wilayah berkembang
dan wilayah tertinggal. Hal ini disebabkan karena wilayah tertinggal belum mampu
memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang ada dan masih
menghadapi kendala dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan transportasi (Lasaiba, 2023). Akibatnya wilayah maju
semakin berkembang dengan infrastruktur yang mendukung, sementara wilayah
yang tertinggal mengalami stagnasi dalam pembangunan.

Ketimpangan ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal masih dapat dirasakan
hingga saat ini (Marpaung et al., 2024). Misalnya, akses terhadap fasilitas kesehatan
dan pendidikan di kota-kota besar jauh lebih memadai dibandingkan di daerah
terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pembangunan
infrastruktur yang cenderung terfokus di wilayah perkotaan dengan potensi
ekonomi yang lebih tinggi dapat memperlebar kesenjangan dengan wilayah
perdesaan yang seringkali tertinggal (Sukwika, 2018a). Ketidakadilan sosial

semakin terasa, kemiskinan meningkat, dan sulit bagi masyarakat di wilayah



tertinggal untuk menikmati manfaat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan yang adil dan merata agar setiap wilayah memiliki kesempatan yang
sama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Indonesia adalah negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang
relatif tinggi. Hal ini terlihat dalam RPJM 2015-2019 yang dirancang pada tahun
2014 yang menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di
Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diatasi dalam perencanaan
pembangunan dimasa depan. Apabila tidak segera diatasi, ketimpangan ini dapat
berdampak pada kehidupan sosialnya masyarakat. Oleh karena itu, usaha
pembangunan pro daerah tertinggal menjadi kewajiban (RPJM, 2014).

Selain itu, dapat dilihat juga pada RPJMN 2020-2024 yang dirancang pada tahun
2019 yang diarahkan pada upaya mengatasi isu strategis utama yaitu ketimpangan
pembangunan antarwilayah (RPJMN, 2019). Dalam kebijakan pembangunan
RPJMN 2020-2024, Indonesia telah memutuskan tujuh wilayah pembangunan
untuk : 1). sumatera, 2). Jawa Bali, 3). Nusa Tenggara, 4).Kalimantan, 5). Sulawesi,
6). Maluku, dan 7). Papua (Fahma & Hendarto, 2022).

Satu indikator pengukuran ketimpangan pembangunan ialah Indeks Williamson
yang menunjukkan ketidakmerataan ekonomi wilayah berdasarkan PDRB
perkapita dan jumlah penduduk. Rentang Indeks ini yakni O hingga 1. Nilai
mendekati 0 memperlihatkan ketimpangan pembangunan wilayah yang rendah dan
pertumbuhan ekonomi yang merata di setiap wilayah. Sebaliknya, nilai mendekati
1 menunjukkan ketimpangan pembangunannya tinggi dan pertumbuhan ekonomi

tidak merata antar wilayah.

0.725

0.715

071

0.705

0.7

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018-2023 (data diolah)
Gambar 1. 1 Indeks Williamson di Indonesia Tahun 2018-2023



Gambar 1.1 tentang Indeks Williamson di Indonesia (2018-2023) menunjukkan di
Indonesia, ketimpangan pembangunan antar wilayahnya begitu tinggi selama
periode 2018-2023, dengan nilai Indeks Williamson yang konsisten berada pada
kisaran 0.70-0.72. menurut kreteria ketimpangan nilai Indeks Williamson antara
0.7-1 menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi (Karim et al., 2023).
Ketimpangan pembangunan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0.72 dan
terendah pada tahun 2023 sebesar 0.70.
Setiap daerah di Indonesia menghadapi permasalahan ketimpangan pembangunan
dan tidak ada satu pun wilayah yang sepenuhnya bebas dari ketimpangan
pembangunan. Ini tampak dari perbedaan nilai Indeks Williamson di berbagai
wilayah di Indonesia, dimana beberapa wilayah menunjukkan ketimpangan
pembangunan yang tinggi, sementara wilayah lainnya relatif lebih merata. Nilai
Indeks Williamson yang tinggi berarti ketimpangan antarwilayah kini menjadi
masalah serius duimana perlu mendapatkan perhatiannya pemerintah. Ketimpangan
di Indonesia masih memerlukan perbaikan kebijakan daerah untuk mengurangi
ketimpangan wilayah.
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Sumber : Badan Pusat Statistik 2018-2023 (data diolah)

Gambar 1. 2 Rata-Rata Indeks Williamson Per Provinsi di
Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 1.2 tentang rata-rata Indeks Williamson per provinsi di Indonesia tahun
2018-2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup jelas antar provinsi
terkait ketimpangan pembangunan. Beberapa provinsi dengan ketimpangan

pembangunan yang tertinggi adalah Papua 1.85, Papua Barat sebesar 1.86, di ikuti



oleh Sulawesi Tengah sebesar 1.19 dan Jawa Timur 0.98. Nilai Indeks Williamson
yang tinggi ini menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi
masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan
merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan seperti
memperluas pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan,
kesehatan dan sebagainya. Sebaliknya, provinsi dengan ketimpangan pembangunan
yang rendah adalah Kalimantan Utara sebesar 0.16, diikuti provinsi Gorontalo 0.18,
dan Kep. Bangka Belitung sebesar 0.19, menunjukkan distribusi pendapatan yang
lebih seimbang dan potensi pembangunan di wilayah-wilayah tersebut lebih merata.
Sementara provinsi yang memiliki ketimpangan cukup tinggi adalah Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa tengah, yang dikarenakan provinsi tersebut
memiliki jumlah penduduk yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani (2014) dengan perhitungan
Indeks Williamson disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan lebih tinggi di
Indonesia bagian Barat dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur. Indonesia
bagian Barat dengan nilai Indeks rata-rata sebesar 0,83 dan 0,45 untuk Indonesia
bagian Timur. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Dewanto and Rahmawati
(2021) menunjukkan ketimpangan pembangunan yang masih cukup tinggi antara
Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian timur yang disebabkan oleh
pembangunan ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang masih
belum merata dan kurangnya pengelolaan secara efektif.

Investasi merupakan penempatan dana pada satu atau lebih aset dengan jangka
waktu panjang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan
(Adnyana, 2020). Jika dilakukan secara efektif investasi dapat memacu
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi yang dilakukan oleh
pemerintah maupun sektor swasta seperti PMDN dan PMA vyang dapat
memengaruhi ketimpangan pembangunan dengan mendistribusikan sumber daya
dan hasil ekonomi secara tidak merata di berbagai wilayah.

Myrdal dalam Jhingan (2016)menyatakan ketimpangan ekonomi di Indonesia
sering disebabkan oleh efek balik atau negatif (backwash effect) yang lebih besar
dibandingkan dengan efek sebar positif (spread effect). Efek balik terjadi ketika

adanya pergeseran modal/investasi yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan



pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. ketimpangan
diperburuk oleh distribusi investasi yang tidak merata, tidak semua wilayah
mendapatkan aliran investasi yang sama. Oleh karena itu, penting bagi upaya
peningkatan investasi terutama oleh pemerintah untuk fokus pada pengurangan
ketimpangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh
Indonesia.
Penelitian mengenai pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
menunjukkan berbagai hasil yang bervariasi. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Azim et al (2022), investasi berpengruh positif dan signifikan
terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Alfurgani et al. (2021) investasi berpngaruh negatif dan signifikan
terhadap ketimpangan pembangunan, dengan realisasi investasi yang tinggi secara
efektif dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi ketimpangan dalam pembangunan.
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018-2023

Gambar 1. 3 Rata-Rata Investasi (Triliun Rupiah) di Indonesia
Tahun 2018-2023

Gambar 1.3 tentang rata-rata investasi di Indonesia tahun 2018-2023, terlihat bahwa
ada ketimpangan Investasi. Provinsi di Pulau Jawa mendominasi aliran investasi
lebih besar dibandingkan dengan provinsi di luar Jawa. Provinsi Jawa Barat
mencatat investasi tertinggi sebesar Rp. 151.13 triliun, diikuti oleh DKI Jakarta
sebesar Rp. 125.46 triliun, dan Jawa Timur sebesar Rp.88.27 triliun. Hal ini

menunjukkan bahwa pusat ekonomi nasional masih berpusat di Pulau Jawa, dimana



infrastruktur lebih maju, aksesibilitas lebih tinggi serta jumlah tenaga kerja yang
kompeten sehingga menarik lebih banyak investor.

Sebaliknya, Provinsi dengan investasi terendah yaitu provinsi Sulawesi Barat
dengan investasi sebesar Rp.1.63 triliun, diikuti oleh Maluku sebesar Rp.2.21
triliun, dan Papua Barat sebesar Rp.2.23 triliun. Hal ini menunjukkan adanya
tantangan dalam menarik investasi yang dapat disebabkan oleh adanya keterbatasan
infrastruktur, geografis yang sulit di jangkau dan rendahnya kualitas sumberdaya
manusia menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah
tersebut (Azim et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang
lebih terarah untuk mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia.
Upaya yang dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur, aksesibilitas,
peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain investasi, ketimpangan pembangunan antarwilayah dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi (Agusalim, 2016; Damanik et al., 2018; Istigamah et al.,
2018; Zusanti et al., 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gabriel et
al. (2021) variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Bintung, setiap pertumbuhan ekonomi
meningkat akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan pembangunan.
Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Yusica et al. (2018) variabel
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan
wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Kkini berupaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat yang secara langsung tercermin melalui laju pertumbuhan produk
domestik regional bruto sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi. Dalam
implementasinya pembangunan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
yang tinggi serta pemerataan pembangunan. Namun realitas menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang meningkat malah memperburuk ketimpangan
antarwilayah (Hasan et al., 2023). Daerah yang lebih maju terus berkembang,
sementara daerah tertinggal semakin terbelakang.

Sasaran pembangunan di negara berkembang adalah mendorong pertumbuhan
ekonomi lebih tinggi daripada lajuu pertumbuha penduduk. Pertumbhan ekonomi

yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara



keseluruhan. Peningkatan ini, mengindikasikan bertambahnya nilai barang dan jasa
yang dihasilkan. Oleh karena itu seluruh pembangunan harus diarahkan pada upaya
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan signifikan.

Namun, wilayah yang mengalami pertumbuha ekonomi lebih tinggi dibandingkan
daerah lain akan menghadapi tekanan yang meningkat akibat perpindahan
penduduk dari daerah lain (Yesiana et al., 2015) . Perpindahan ini dipicu oleh
peluang kerja yang lebih besar di wilayah perkotan. Wilayah perkotaan terus
mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat karena sumber daya potensial
cenderung berpindah ke pusat pertumbuhan yang menyebabkan akumulasi
pertumbuhan ekonomi di daerah maju semakin tinggi dengan didukung oleh

perpindahan sumber daya tersebut.
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Gambar 1.4 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto ADHK (Persen) di Indonesia
Tahun 2018-2023
Gambar 1.4 tentang rata-rata laju pertumbuhan produk domestik regional bruto
ADHK di Indonesia tahun 2018-2023, terlihat bahwa proviinsi dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah provinsi Maluku utara sebesar 13,29 %,
diikuti oleh Sulawesi Tengan sebesar 12,18 %. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang pesat di wilayah tersebut, yang
dapat mencerminkan peningkatanaktivitas ekonomi yang lebih optimal.
Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah

provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,64 %. Pertumbuhan ekonomi yang relatif



rendah mengindikasinya perlunya strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam
mendorong perkembangan ekonomi diwilayah tersebut sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur memili
peran strategis dalam mempercepat kemajuan pembangunan baik tingkat nasional
maupun regional. Infrastruktur berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan
ekonomi sehingga pembangunan infrastruktur jalan ini menjadi fondasi penting
dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimasa
depan (Sukwika 2018).

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas di suatu wilayah berimplikasi pada
peningkatan efisiensi ekonomi dan produktivitas regional. Infrastruktur yang
memadai dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi, penciptaan
kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan serta peningkatan pendapatan
per kapita masyarakat (Andrianus & Alfatih, 2023). Salah satunya infrastruktur
jalan yang menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi yang berperan dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan undang-undang
Republik Indonesia No0.38 Tahun 2004 jalan berperan sebagai prasarana
transportasii darat yang meliputi sebagian jalan termasuk bangunan penghubung,
bangunan pelengkap dan perlengkapannya untuk lalu lintas.

ketersediaan infrastruktur yang memadai berperan sebagai fasilitas yang
mempermudah distribusi barang dan mobilitas individu antar wilayah yang dapat
menurunkan biaya transportasi dan logistik sehingga memungkinkan produsen di
daerah tertinggal untuk mengakses pasar yang lebih luas. Selain itu, infrastruktur
jalan dapat menarik investasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal
sehingga dapat menciptkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,
dan mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2019) menunjukkan
infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar

daerah di Indonesia. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Igbal



et al. (2019) ditemukan infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.
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Gambar 1. 5 Rata-Rata Infrastruktur Jalan (Kilometer)
di Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 1.5 tentang rata-rata infrastruktur jalan di Indonesia tahun 2018-2023
menunjukkan terdapat variasi dalam infrastruktur jalan antar provinsi. Provinsi
dengan Panjang jalan terpanjang adalah Jawa Timur sepanjang 42.068 km, diikuti
oleh Sumatera Utara sepanjang 40.490 km dan Jawa Tengah sepanjang 30.840 km.
Sementara, provinsi dengan Panjang jalan terpendek adalah DI Yogyakarta
sepanjang 4.384 km, Kalimantan Utara sepanjang 4.729 km dan Gorontalo
sepanjang 5.517 km.

Variasi Panjang jalan ini mencerminkan perbedaan dalam ukuran wilayah dan
tingkat pembangunan ekonomi antar provinsi. Provinsi di Pulau Jawa cenderung
memiliki infrastruktur jalan lebih baik dibandingkaan provinsi yang berada di luar
Jawa terutama di Indonesia bagian timur.

Penyebab lain dari ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia adalah Demokrasi
(Mustika et al., 2023; Zulkarnaen, 2017). Di Indonesia, penelitian yang mengkaji
pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan pembangunan masih sangat terbatas,
meskipun topik ini telah banyak diteliti pada ketimpangan pendapatan yang diukur

dengan Ratio Gini. Sedangkan pemahaman tentang bagaimana demokrasi
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mempengaruhi ketimpangan pembangunan sangat penting untuk menganalisis
hubungan antara sistem politik dan pembangunan ekonomi.

Demokrasi dapat diukur dengan Indeks Demokrasi yang mencerminkan kualitas
tata kelola politik suatu wilayah. Kurangnya kemajuan dalam meningkatkan Indeks
Demokrasi yang dapat memperlambat pencapaian tujuan-tujuan Sustainable
Development Goals (SDGs). Salah satu misi dari SDGs adalah mengurangi
ketimpangan dalam dan antar negara yang tercermin dalam tujuan ke-10 BPS
(2015). Indeks Demokrasi yang rendah menunjukkan lemahnya partisipasi politik,
transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga menghambat kebijakan untuk
menekan ketimpangan pembangunan. Kelemahan dalam aspek demokrasi akan
memperburuk kondisi bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi
menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi yang inklusif memungkinkan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan yang mendukung kebijakan ekonomi dan sosial yang adil,
sehingga dapat memastikan bahwa sumber daya dan pembangunan diterapkan

secara lebih merata dan adil di berbagai wilayah.
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Gambar 1. 6 Rata-Rata Indeks Demokrasi Indonesia di Indonesia
Tahun 2018-2023

Gambar 1.6 tentang rata-rata Indeks Demokrasi Indonesia di Indonesia tahun 2018-
2023, terlihat bahwa provinsi dengan nilai Indeks Demokrasi tertinggi adalah DKI
Jakarta dengan nilai rata-rata sebesar 85.23. Hal ini menunjukkan bahwa DKI
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Jakarta memiliki tata kelola pemerintah yang baik, kuatnya kebebasan sipil,
kesetaraan, dan partisipasi politik yang tinggi. Sebaliknya, provinsi dengan Indeks
Demokrasi terendah adalah Papua Barat dengan nilai rata-rata sebesar 62.65 yang
menunjukkan masih adanya tantangan dalam penguatan demokrasi di wilayah
tersebut.

Perbedaan antara provinsi dengan Indeks Demokrasi tertinggi dan Indeks
Demokrasi terendah mencerminkan adanya perbedaan dalam penerapan serta
kualitas demokrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Provinsi dengan nilai Indeks
Demokrasi tertinggi dapat dijadikan acuan bagi daerah lain dalam penerapan sistem
demokrasi yang lebih efektif. Sedangkan, provinsi dengan nilai Indeks Demokrasi
terendah memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas demokrasi
dengan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, reformasi
kebijakan, dan penguatan lembaga demokrasi untuk mewujudkan sistem
pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan inklusif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian
dengan judul “Ketimpangan Ekonomi Wilayah di Indonesia : Perspektif
Analitis Pengaruh Ekonomi, Infrastruktur dan Demokrasi”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di
Indonesia ?

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi
wilayah di Indonesia ?

3. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
di Indonesia ?

4. Bagaimana pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di
Indonesia ?

5. Bagaimana investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi

berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
di Indonesia

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan

ekonomi wilayah di Indonesia

Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan ekonomi
wilayah di Indonesia

Untuk mengetahui pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
di Indonesia

Untuk mengetahui pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur

jalan dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

1.

Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan
peneliti lain dalam memahami hubungan antara investasi, pertumbuhan
ekonomi, infrastruktur jalan, demokrasi serta dampaknya terhadap ketimpangan
ekonomi. Selain itu, dapat juga menjadi bahan diskusi lebih lanjut mengenai isu-
isu ekonomi dan sosial di Indonesia.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang
mendukung atau menolak teori-teori yang ada tentang pengaruh investasi,
pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, dan demokrasi terhadap ketimpangan
ekonomi wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan teori politik dan ekonomi.

Manfaat Praktis

Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat digunakan untuk merumskan kebijakan
yang lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan perekonomian wilayah dengan
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mempertimbangkan faktor investasi dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur
jalan dan demokrasi. Selain itu, peneliti dapat membantu dalam merancang
program-program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB 2 TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan
per kapita yang berlangsung dalam jangka panjang dengan memperhitungkan
pertumbuhan penduduk disertai perubahan mendasar dalam struktur ekonomi,
pemerataan pendapatan disuatu negara serta peningkatan kualitas hidup secara
menyeluruh (Bapedda, 2017). Pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup
pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan output produksi atau Produk Domestik
Bruto (PDB) tetapi juga perubahan dalam struktur sosial, kelembagaan, teknologi,
dan distribusi sumber daya ekonomi. Pembangunan ekonomi bertunjuan
menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui transformasi

yang berkelanjutan dan inklusif.

Todaro and Smith (2012) menjelaskan bahwa pembangunan bukan hanya sekadar
peningkatan ekonomi tetapi juga mencakup kondisi nyata dan pola pikir kolektif
masyarakat. Pembangunan yang efektif melibatkan peningkatan kualitas hidup
yang lebih baik melalui perpaduan berbagai proses sosial, ekonomi dan
kelembagaan. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses komprehensif
yang mencakup transformasi dalam struktur ekonomi dan sosial yang difasilitasi
oleh peningkatan keterampilan dan kemampuan. Peningkatan keterampilan dapat
mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkontribusi pada
pengetasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Meningkatnya pendapatan
per kapita yang stabil juga mendorong akan kenaikan pertumbuhan Produk

Domestik Bruto (PDB) yang berkelanjutan.
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Terdapat tiga tujuan pembangunan antara lain (Todaro & Smith, 2012).

1. Meningkatkan aksesibilitas dan memperluas jaringan distribusi untuk barang-
barang kebutuhan termasuk makanan, perumahan, perawatan Kesehatan, dan
kemanan unntuk memenuhi kebutuhan dasar.

2. Meningkatkan standr hidup yang tidaak hanya melalui pertumbuhan pendapatan
tetapi juga dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan
kualitas Pendidikan dan memprioritaskan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
Upaya-upaya ini berkontribusi pada kesejahteraan material dan menumbuhkan
rasa harga diri individu dan nasional.

3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu
dan masyarakat, secara tidak langsung membuat mereka mandiri dan terbebas
dari rasa ketergantungan kepada individu dan negara-bangsa serta mengatasi
hambatan yang menyebabkan ketidaktahuan dan kesulitan.

2.1.2 Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Ketimpangan ekonomi wilayah di definiskan sebagai perbedaan atau ketidak
merataan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau daerah. Perbedaan
ini memengaruhi kapasitas masing-masing daerah dalam mendorong proses
pembangunan yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan. Akibatnya,
memunculkan Klasifikasi wilayah menjadi daerah berkembang dan daerah
tertinggal (Suroso, 2023).

Kesenjangan ekonomi antarwilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya
adalah pemusatan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, ketimpangan distribusi
sumber daya alam, perbedaan karakteristik demografi, serta terbatasnya kelancaran
arus barang dan jasa, kurangnya akses terhadap infrastruktur dan alokasi investasi
yang tidak merata (Dewi et al., 2021). Tingginya pemusatan aktivitas ekonomi pada
daerah tertentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut, tetapi
disisi lain memperbesar kesenjangan dengan wilayah lain yang memiliki aktivitas
ekonomi lebih rendah. Selain itu, kurangnya mobilitas barang dan jasa antarwilayah
juga menjadi penghambat bagi daerah-daerah tertinggal untuk berkembang secara
optimal.

Dampak dari ketimpangan ekonomi wilayah meliputi kesenjangan sosial,
pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, keterbatasan akses terhadp layanan dasar
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seperti pendidikan, kesehatan serta potensi ketidakstabilan sosial dan politik
(Widyandini, 2023). Ketimpangan ekonomi wilayah dapat menghambat
pembangunan secara keseluruhan karena daerah-daerah tertinggal tidak memiliki
kapasitas yang cukup seperti sumber daya, infrastruktur,teknologi, investasi.
Keterbatasan tersebut menyebabkan daerah-daerah ini mengalami kesulitan untuk
meningkatkan produktivitas dan daya saingnya sehingga memperburuk
ketimpangan antarwilayah . Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerataan
pembangunan dengan langkah-langkah strategis seperti pengembangan
infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan akses layanan publik serta
pengembangan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah untuk menciptakan

pertumbuha ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.1  Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi diseluruh
wilayah di suatu negara. Indek ini mengidentifikasi sejauh mana distribusi
pendapatan atau produktivitas regional menyimpang dari rata-rata nasional, dengan
mempertimbangkan jumlah populasi di setiap wilayah. Indeks Williamson
membantu untuk memahami kesenjangan ekonomi regional yang sering muncul
selama proses pembangunan nasional yang biasanya meningkat pada tahap awal
pembangunan dan kemudian menurun ketika pertumbuhan ekonomi menjadi lebih
merata. Berikut rumus Indeks Williamson antara lain

W Iy f) fi/n

- 1%

Keterangan :

Iw : Indeks Williamson

Y; : PDRB per kapita daerah kab / kota di tiap provinsi di Indonesia

Y : PDRB per kapita rata-rata daerah kab / kota di tiap wilayah di Indonesia
fi : Jumlah penduduk daerah kab / kotaa di tiap provinsi di Indonesia

n : Jumlah penduduk di tiap provinsi di Indonesia

Kreteria hasil yang digunakan antara lain Syafrizal (1997) dalam (Waluyaningsih
& Setiawan, 2020)
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Indeks 0.7-1 : Tinggi
Indeks 0.4-0.69  : Sedang
Indeks < 0.39 : Rendah

Menurut Sjafrizal (2014) terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

ketimpangan pembangunan wilayah, antara lain :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
Perbedaan kandungan sumber daya alam di setiap wilayah dapat memengaruhi
aktivitas produksi lokal. Daerah yang kaya akan sumber daya alam umumnya
mampu menghasilkan barang-barang tertentu dengan efisiensi biaya yang lebih
tinggi dibandingkan wilayah yang kekayaannya terbatas. Keunggulan ini
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, sementara
daerah dengan sumber daya alam yang minim berpotensi mengalami
pertumbuhan yang lebih lambat.

2. Perbedaan kondisi demografis
Perbedaan kondisi demografis mencakup perbedaan laju pertumbuhan
penduduk, struktu penduduk, kondisi ketenagakerjaan, hingga pola perilaku
serta etos kerja masyarakat di masing-masing wilayah. Wilayah dengan
karakteristik demografis yang lebih menguntungkan cenderung menunjukkan
produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi sehingga mampu menarik minat
investor. Dampaknya, investasi tersebut membuka lebih banyak peluang kerja
dan turut memperkuat laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
Mobilitas barang dan jasa meliputi aktivitas perdagangan antarwilayah serta
perpindahan penduduk, baik yang terjadi secara spontan maupun melalui
regulasi pemerintah. Ketika mobilitas ini terhambat, hasil produksi berlebih di
suatu daerah tidak dapat tersalurkan ke wilayah lain yang membutuhkannya.
Situasi tersebut dapat memperburuk ketimpangan pembangunan antarwilayah
dan menghambat kemajuan daerah-daerah yang masih tertinggal.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
Wilayah dengan tingkat konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi umumnya
mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Keadaan ini turut

mendorong percepatan pembangunan daerah melalui terciptanya lebih banyak
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peluang kerja serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan
oleh konsentrasi kegiatan ekonomi yang memungkinkan terjadinya aglomerasi
industri yang memberikan keuntungan ekonomi tambahan seperti efisiensi
produksi, peningkatan inovasi, dan penurunan biaya operasional. Oleh karena
itu, daerah dengan konsentrasi industri yang tinggi biasanya mengalami
pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak
memiliki konsentrasi industri.
5. Alokasi dana pembangunan daerah

Investasi adalah faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Daerah yang menerima banyak investasi baik dari pemerintah maupun swasta,
biasanya akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Hal ini
karena investasi dapat mendorong kegiatan ekonomi, seperti meningkatkan
produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan
masyarakat. Selain itu, investasi juga berkontribusi pada peningkatan
infrastruktur, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya

membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

2.1.3 Investasi

Investasi adalah proses menempatkan dana untuk mendapat keuntungan di
kemudian hari (Sudarmadji, 2022). Investasi merupakan penanaman modal yang
dilakukan oleh pelaku usaha atau investor untuk membeli barang modal dan
perlengkapan produksi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam
memproduksi berbagai barang dan jasa dalam suatu perekonomian (Sadono, 2004).
Investasi dapat dipandang sebagai komponen integral dari Produk Domestik Bruto
(GDP) yang mengaitkan kondisi ekonomi saat ini dengan potensi pertumbuhan di
masa depan. Secara substansial, investasi merupakan langkah awal dalam
memfasilitasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan investasi dapat
dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi. Investasi tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
jangka pendek, tetapi juga sebagai alat strategis bagi pemerintah untuk
meningkatkan produktivitas. pada akhirnya, untuk menaikkan standar hidup
masyarakat dalam jangka Panjang (Mankiw, 2016).
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Menurut teori Harrod-Domar, investasi berperan krusial dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya meningkatkan kemampuan produksi

tetapi juga menciptakan permintaan baru yang mendorong aktivitas ekonomi
(Hanim et al., 2022).
Menurut undang-undang nomor 25 pasal 3 ayat 2 tahun 2007, menyebutkan tujuan

penyelenggaraan penanaman modal antara lain.

N o g s~ wDd e

8.

Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Menciptakan kesempatan kerja

Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Memperkiat daya saing dunia usaha nasional

Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi negara

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada kebutuhan masyarakat
Mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dengan
memanfaatkan pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan asal modal dan investornya, investasi langsung dibagi dua jenis antara
lain (M. Rahman, 2020).

1.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merujuk pada aktivitas investasi
yang dilakukan oleh pihak domestik untuk menjalankan usaha di dalam wilayah
Republik Indonesia, dengan pembiayaan yang bersumber dari modal dalam
negeri. PMDN dipandang sebagai bagian dari kekayaan nasional, mencakup hak
kepemilikan dan aset yang dimiliki negara dan swasta (Tamba et al., 2023).
Penanaman modal dalam negeri bertindak sebagai sumber daya keuangan untuk
daerah berkembang dan memainkan peran penting dalam pembangunan
ekonomi. Kenaikan tingkat penanaman modal dalam negeri secara tidak
langsung dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara secara
keseluruhan. Menurut undang-undang nomor 25 pasal 3 ayat 2 tahun 2007, salah
satu tujuan utama mendorong penanaman modal dalam negeri tidak hanya untuk
mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga untuk meningkatkan

dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat secara merata yang dianggap
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sebagai bagian dari inisiatif pembangunan ekonomi (Kambono & Marpaung,
2020).

2. Penanaman Modal Asing (PMA)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing
merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh pihak luar negeri untuk
menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Investasi ini dapat dilakukan
sepenuhnya dengan modal asing atau melalui kemitraan dengan investor
domestik. Pihak yang termasuk dalam kategori penanam modal asing mencakup
individu berkewarganegaraan asing, badan usaha asing maupun pemerintah dari

negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Tujuan utama penanaman modal asing adalah untuk memperoleh keuntungan,
memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Penanaman modal asing
memberikan berbagai manfaat seperti mendorong pertumbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Penanaman modal asing
memiliki peran yang signifikan dalam dinamika ekonomi global, investasi asing
dapat membantu negara berkembang dalam memperkuat perekonomian,
menciptakan peluang kerja serta meningkatkan daya saing di pasar internasional
(Silaban et al., 2024).

2.1.3.1 Teori Karl Gunnar Myrdal

Menurut teori Gunnar Myrdal dalam Jhingan (2016), pembangunan ekonomi dalam
suatu wilayah atau negara dapat menimbulkan dua dampak utama yaitu Backwash
Effect dan Spread Effect. Backwash Effect adalah dampak balik yang terjadi ketika
daerah yang lebih maju menarik sumberdaya dari daerah lain seperti tenaga kerja,
investasi, dan infrastruktur. Akibatnya, daerah tertinggal semakin sulit berkembang
karena kehilangan potensi yang seharusnya dapat mendukung pertumbuhan
ekonominya, sehingga ketimpangan ekonomi semakin melebar. Sementara itu,
Spread Effect merupakan dampak sebar yang terjadi ketika pembangunan di suatu
daerah yang sudah maju menyebar ke daerah lain atau sekitarnya melalui
perpindahan penduduk, investasi, serta distribusi barang dan jasa. Akibatnya,
daerah tertinggal dapat berkembang dan mengejar ketertinggalannya sehingga

dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.
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2.1.3.2  Teori Harrod — Dommar

Menurut Jhingan (2016), Harrod dan Domar menempatkan investasi sebagai faktor
utama dalam proses pertumbuhan ekonomi. Investasi berperan dalam menciptakan
pendapatan melalui sisi permintaan dan meningkatkan kapasitas produksi ekonomi
dengan menambah stok modal dari sisi penawaran. Selama investasi terus
berlangsung, pendapatan riil dan output ekonomi akan terus bertambah. Namun,
untuk menjaga keseimbangan pendapatan pada tingkat kesempatan kerja penuh
setiap tahunnya, baik pendapatan riil maupun output harus tumbuh seiring dengan

peningkatan kapasitas produktif modal.

Teori investasi Harrod-Dommar menekankan bahwa investasi atau pembentukan
modal merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Dalam teori ini, modal terbentuk melalui proses akumulasi tabungan yang
kemudian dialokasikan untuk investasi. Harrod- Domar berpendapat bahwa
pembentukan modal tidak hanya berfungsi sebagai pengeluaran untuk
meningkatkan kapasitas ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa tetapi juga
sebagai cara untuk meningkatkan permintaan efektif masyarakat yang menjadi

pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Menurut Harrod-Dommar untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi maka
diperlukan investasi baru sebagai tambahan stok modal yang akan mendukung
ekspansi kapasitas produksi, serta menekankan pentingnya keseimbangan antara
tingkat tabungan dan investasi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, teori ini menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam penggunaan modal
agar setiap investasi memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan

output.

Teori Harrod-Dommar dalam Nurfifah et al. (2022) Menjelaskan bahwa terdapat
hubungan positif antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah. ketika
investasi tidak merata atau hanya terkonsentrasi di satu wilayah maka dapat
menyebabkan ketimpangan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Kurangnya
investasi di wilayah berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan per kapita masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini, disebabkan oleh

kurangnya aktivitas ekonomi yang produktif di daerah yang kekurangan investasi.
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Oleh karena itu, distribusi investasi yang tidak seimbang menjadi salah satu faktor
penyebab ketimpangan ekonomi wilayah.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam
menghasilkan barang dan jasa yang tercermin melalui kenaikan pendapatan
nasional (Todaro & Smith, 2012).

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas perekonomian, yang dapat
diukur dengan pertumbuhan output per kapita (Koyongian et al., 2019).

Paul Samuelson pada tahun 1969 dalam (Boianovsky, 2019) mengembangkan
teorema Faktor Harga Penyamaan (FPE) yang menghubungkan dua konsep utama
dalam perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi, yaitu konvergensi
dan divergensi. Konsep konvergensi yaitu negara maju mengalami perlambatan
pertumbuhan ekonomi sementara negara berkembang cenderung mengalami
pertumbuhan ekonomi yang cepat atau tinggi untuk mengejar ketertinggalan dari
negara maju. Negara-negara berkembang dapat memperoleh keuntungan dengan
meniru atau mengadopsi inovasi-inovasi yang telah berhasil diterapkan di negara
maju yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan
demikian, konvergensi menggambarkan kemampuan negara-negara berkembang
untuk menutup kesenjangan ekonomi dengan negara-negara maju seiring
berjalannya waktu. Sedangkan, konsep divergensi yaitu negara maju terus
mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara negara berkembang justru
mengalami  pertumbuhan ekonomi yang melambat. Konsep divergensi
menggambarkan di mana meskipun perdagangan internasional seharusnya
membawa manfaat penyamaan tingkat harga faktor produksi, kenyataannya negara-
negara berkembang sering kali mengalami kesenjangan yang semakin besar
dibandingkan dengan negara-negara maju. Divergensi ini terjadi karena adanya
berbagai hambatan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-
negara berkembang. Hambatan tersebut antara lain meliputi perbedaan dalam

tingkat produktivitas, rendahnya tingkat akumulasi modal, dan kebijakan ekonomi
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yang tidak efektif. Sebagai akibatnya, meskipun ada potensi untuk penyamaan
tingkat harga faktor produksi melalui perdagangan internasional negara-negara
berkembang sering kali terjebak dalam siklus ketertinggalan yang semakin besar
dibandingkan negara-negara maju sehingga ketimpangan ekonomi semakin

meningkat.

Simon Kuznets mengembangkan hipotesis “U terbalik” untuk menjelaskan

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi.

Inequality

Income per Capita

Gambar 2. 1 Kurva Kuznet

Hipotesis Kuznets pada “U terbalik” menggambarkan hubungan antara
ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, khususnya Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Menurut hipotesis ini, pada tahap awal pembangunan
ekonomi, ketimpangan ekonomi cenderung meningkat seiring dengan transformasi
struktural dari sektor tradisional (seperti pertanian subsisten) menuju sektor modern
(seperti industri dan jasa). Hal ini terjadi karena pada tahap awal pembangunan,
kelompok masyarakat yang telah memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya,
pendidikan, dan peluang ekonomi cenderung lebih mampu merespons perubahan
ekonomi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan yang terjadi. Namun, seiring
berjalannya waktu dan semakin matangnya proses pembangunan, distribusi
pendapatan akan mulai membaik. Pemerataan akses terhadap pendidikan,
kesempatan kerja, serta kebijakan redistribusi pendapatan yang efektif akan

menyebabkan ketimpangan menurun (A. N. Rahman & Imansyah, 2021)
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2.1.4.1 Teori Ekonomi Neo Klasik (Robert Solow)

Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang dikembangkan oleh Robert M. Solow
pada tahun 1970 menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi bersumber dari
tiga faktor utama: akumulasi modal, tingkat penawaran tenaga kerja, dan kemajuan
teknologi (Mankiw, 2016). Kemajuan teknologi ini dapat terlihat melalui
peningkatan keterampilan atau perkembangan dalam teknologi, yang pada
gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita. Solow menegaskan bahwa
dalam model ini, faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan
teknologi dan peningkatan keterampilan kerja. Untuk mencapainya, diperlukan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam model Solow, rumus fungsi produksi sebagai berikut (Sinaga et al., 2024)
Y=F(K, L, A)
Dimana, Y adalah ouput total, K adalah modal, L adalah tenaga kerja dan A adalah
tingkat teknologi. Model ini mengansumsikan bahwa produksi memiliki constant
returns to scale yang berarti jika semua input meningkat pada proporsi yang sama,
maka output akan meningkat pada ptoporsi yang sama pula. Kemajuan teknologi
dapat meningkatkan pembangunan ekonomi regional, memungkinkan lebih banyak
output yang dihasilakn dengan jumlah input yang sama atau tetap. Output yang
dihasilkan dari akumulasi modal dan tenaga kerja akan meningkat seiring waktu
(kemajuan teknologi) yang disertai dengan meningkatnya jumlah pengetahuan.
Teori pertumbuhan neoklasik Solow pada dasarnya berkaitan dengan pertumbuhan
ekonomi yang menekankan peran akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja dan
kemajuan teknologi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka
Panjang. Solow (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai
secara berkelanjutan ketika ada kemajuan teknologi karena jika hanya akumulasi
modal dan tenaga kerja akan cenderung menghadapi penurunan imbal hasil
marjinal. Artinya, tanpa adanya inovasi atau peningkatan teknologi, perekonomian
akan mencapai kondisi steady-state. Dengan itu, cara agar output perkapita tetap
terus tumbuh yaitu melalui peningkatan teknologi yang mampu meningkatkan
produktivitas tenaga kerja dan modal (Romer, 1986).



25

2.1.5 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memfasilitasi
mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan diartikan sebagai sarana
transportasi darat yang mencakup seluruh bagian dari jalan termasuk struktur
pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan untuk lalu lintas umum, baik jalan
yang berada pada permukaan tanah diatas atau dibawah permukaan tanah atau air

kecuali jalur kereta api, lori, dan kabel.

Jalan terbagi menjadi beberapa klasifikasi menurut wewenang pembinan jalan
yaitu Bina Marga 1997 dalam (Rahmanto, 2016) :

1. Klasifikasi menurut fungsi jalan

Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya terdiri dari tiga jenis utama antara lain

a. Jalan arteri berfungsi sebagai jalan utama yang digunakan untuk perjalanan
jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah kendaraan yang
masuk ke jalan ini dibatasi secara efisien untuk memastikan lalu lintas tetap
lancar.

b. Jalan kolektor berfungsi sebagai penghubung antara jalan arteri dan jalan
lokal dengan perjalanan berjarak sedang dan kecepatan rata-rata sedang.
Akses masuk ke jalan kolektor juga di batasi untuk menjaga kelancara lalu
lintas.

c. Jalan lokal digunakan untuk perjalanan jarak dekat disekitar daerah tertentu
dengan kecepatan rata-rata rendah.

2. Klasifikasi jalan menurut kelas jalan

Klasifikasi jalan berdasarkan kelas jalan terdiri dari, antara lain

a. Jalan kelas I adalah jalan yang dirancang untuk dilalui oleh kendaraan dengan
muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

b. Jalan kelas Il merupakan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan
muatan sumbu terberat mencapai 10 ton.

c. Jalan kelas 111 adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan muatan

sumbu terberat hingga 8 ton.
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3. Klasifikasi menurut tingkat pelayanan
Klasifikasi jalan berdasarkan tingkat pelayanan terbagi menjadi tiga kategori.
Pertama, jalan dengan tingkat pelayanan mantap yaitu jalan yang kondisinya
baik dan dapat digunakan secara stabil sepanjang tahun. Kedua, jalan tidak
mantap yaitu jalan memiliki kondisi yang kurang baik. Ketiga, jalan kritis yaitu
jalan yang kondisinya sangat buruk dan memerlukan perhatian khusus untuk
memastikan keselamatan dan kelancaraan lalu lintas.
4. Klasifikasi jalan menurut tingkat kondisi jalan
Klasifikasi jalan berdasarkan tingkat kondisi jalan terbagi menjadi 4 tingkat
antara lain
a. Jalan dalam kondisi baik adalah jalan yang terawatt dengan baik dan tidak
memiliki kerusakan yang parah.
b. Jalan dalam kondisi sedang adalah jalan yang memiliki beberapa kerusakan
tetapi masih dapat digunakan dengan aman.
c. Jalan dalam kondisi rusak ringan adalah jalann yang memerlukan perawatan
karena adanya kerusakan kecil yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
d. Jalan dalam kondisi rusak berat adalah jalann yang memerlukan perbaikan
total karena kerusakannya sangat parah dan berpotensi membahayakan
pengguna jalan.
5. Klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan
Klasifikasi jalan berdasarkan wewenang pembinan jalan terdiri dari beberapa
jenis yaitu
a. Jalan nasional merujuk pada jalan utama yang menghubungkan ibu kota
provinsi dengan jaringan jalan strategis nasional termasuk jalan tol. Jalan
nasional berfungsi sebagai penghubung antar provinsi dan bagian dari sistem
jaringan primer.
b. Jalan provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan
ibu kota kabupaten/kota serta jalan strategis provinsi.
c. Jalan kabupaten adalah jalan lokal yang berada dalam sistem jaringan primer
tetapi tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan
kecamatan. Jalan ini mencangkup jalan umum dalam sistem jaringan

sekunder diwilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
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d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang
mengubungkan pusat pelayanan di dalam kota. Jalan ini dikelola oleh
pemerintah kota dan berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan sehari-hari di
dalam kota.

e. Jalan desa adalah jalan yang menghubungkan permukiman di dalam desa.
Jalan desa berfungsi untuk memudahkan akses di tingkat desa dan dikelola

oleh aparat desa.

2.1.6 Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah sistem dimana kekuasaan dipegang oleh rakyat, yang
berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat sedangkan cratos artinya
pemerintahan/kekuasaan (Al-Khansa & Dewi, 2021). Menurut beberapa ahli,
demokrasi memiliki definisi yang beragam yaitu menurut Abraham Lincol (1863)
demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat,
dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat itu sendiri (Prayitno
& Prayugo, 2023). Sedangkan menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat dan ditujukan untuk kepentingan
rakyat. Pelaksanaan kekuasaan negara dijalankan oleh para wakil yang dipilih
langsung oleh rakyat, berdasarkan kepercayaan terhadap aturan-aturan yang telah

ditetapkan terkait dengan pelaksanaan kekuasaan tersebut (Malik et al., 2021).

Demokrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akuntabilitas
pemerintah yang baik, peningkatan transparansi dan penegakan hukum yang kuat.
Akuntabilitas menciptakan stabilitas yang dapat menarik investasi dan mendorong
pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Demokrasi juga memungkinkan
lebih banyak partisipasi public yang menghasilkan kebijakan redistribusi yang
dapat meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Namun, demokrasi juga dapat menghambat pertumbuhan
ekonomi jika menghasilkan kebijakan populis yang tidak efisien atau menimbulkan
ketidakstabilan politik yang menghalangi investasi (Sabardin & Wibowo, 2023).

Demokrasi juga dapat membantu mengurangi ketimpangan wilayah melalui
kebijakan redistribusi yang lebih merata seperti desentralisasi kekuasaan yang
memungkinkan daerah tertinggal mendapatkan perhatian lebih. Namun, jika
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kekuasaan politik di dominasi oleh wilayah maju maka demokrasi justru dapat
memperparah ketimpangan wilayah karena kebijakan cenderung menguntungkan
wilayah perkotaan. Kapasitas adsministrasi yang rendah di wilayah berkembang
juga dapat menghambat implementasi kebijakan redistribusi yang efektif karena
keterbatasan dalam hal sumber daya yang terampil, infrastruktur serta mekanisme
pengawasan dan evaluasi (Ramadhan, 2023). Kondisi ini sering kali memperburuk
ketimpangan distribusi bantuan, meningkatkan resiko korupsi dan melemahkan

kepercayaan publik terhadap instutusi pemerintah.

2.16.1 Teori Acemoglu dan Robinson

Teori yang dikembangkan oleh Acemoglu dan Robinson menekankan bahwa
pembangunan suatu negara bergantung pada jenis institusi yang diterapkan.
Institusi dibedakan menjadi dua yaitu institusi ekonomi inklusif dan institusi
ekonomi ekstraktif yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap laju

pertumbuhan suatu negara (Muttagin, 2017).

Institusi ekonomi inklusif mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dengan menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan hak kepemilikan
individu, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, investasi dalam
teknologi serta meningkatkan keterampilan. Negara dengan institusi inklusif akan
mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan karena
masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Hal ini
berkonribusi pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja serta
pengembangan sektor-sektor baru yang mendotong inovasi dan kemajuan jangka

panjang.

Sebaliknya, institusi ekonomi ekstraktif cenderung menguntungkan segelintir elit
dan mempertahankan kekuasaan, meskipun dengan mengorbankan mayoritas
rakyat . Kebijakan ekonomi dalam sistem ini dirancang untuk memperkaya
kelompok elit dan membatasi akses masyarakat luas terhadap peluang ekonomi
sehingga menghambat inovasi, kreativitas, dan membatasi akses terhadap
Pendidikan serta teknologi. Negara dengan institusi ekstraktif mengalami
ketimpangan ekonomi yang semakin besar karena hanya segelintir kelompok yang
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menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi semesntara mayoritas rakyat semakin
tertinggal, ketimpangan sosial dan ketidakstabilan politik yang ditimbulkan pada

akhirnya akan menghambat kemajuan negara.

2.1.6.2 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merujuk pada pengukuran yang digunakan untuk
menilai sejauh mana suatu negara atau sistem politik menerapkan prinsip-prinsip
demokrasi dalam struktur kelembagaannnya. Semakin tinggi tingkat demokrasi,
semakin besar kemungkinan adanya mekanisme kontrol yang efektif terhadap
kekuasaan pemerintah, penegakan hukum yang adil, dan pelayanan publik yang
responsif (Anti & Anis, 2024).

Indeks Demokrasi digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sistempolitik
dengan kinerja ekonomi suatu negara. Negara dengan tingkat demokrasi yang lebih
tinggi memiliki institusi inklusif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memfasilitasi distribusi
sumber daya yang lebih adil. Sebaliknta, negara dengan tingkat demokrasi yang
rendah atau memiliki institusi ekstraktif yang menguntungkan segelintir elit dan
membatasi peluang ekonomi mayoritas rakyar. Dalam hal ini, Indeks Demokrasi
membantu dalam memahami bagaimana kualitas institusi politik dapat

mempengaruhi kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu negara.

Selain itu, Indeks Demokrasi Indonesia juga berperan penting dalam memetakan
lanskap demokrasi Indonesia dengan data yang akurat dan komprehensif, Informasi
ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi yang mendalami dinamika demokrasi
tetapi juga bagi pembuat kebijakan daerah dalam menyusun strategi pembangunan
yang lebih demokratis. Daerah dengan Indeks Demokrasi rendah juga dapat
menggunakan data IDI sebagai acuan untuk mengidentifikasi area yang

memerlukan perbaikan (Hidayatul et al., 2021).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dilihat dari dari beberapa aspek yaitu aspek
kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek lembaga demokrasi (Manshur &
Damayanti, 2023).
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1. Aspek Kebebasan

Aspek kebebasan diartikan sebagai kemampuan sektor-sektor atau kelompok-
kelompok yang beragam untuk memperoleh otonomi dan kemandirian dari
dominasi kekuatan politik otoriter yang ada sebelumnya. Dalam hal ini,
kebebasan berarti kemamouan kelompok-kelompok tersebut untuk menentukan
dan memperjuangkan kepentingan tanpa adanya intervensi atau pembatasan
yang datang dari kekuatan politik otoriter. Warga memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengemukakan pendapat, berkumpul
dan berserikat, serta melindungi diri dari diskriminasi atau pengekangan yang
berasal dari kelompok maupun kekuasaan negara. Kemandirian ini menjadi
indikator penting dalam mengukur tingkat demokrasi karena semakin besar
kebebasan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut semakin tinggi pula
kualitas demokrasi di negara tersebut. Aspek kebebasan yang berkembang juga
berkontribusi pada penguatan partisipasi politik dan sosialyang pada akhirmya
akan memperkuat stabilitas demokrasi dan mendorong pemerintah yang lebih
responsif dan inklusif. Terdapat beberapa indikator dalam aspek kebebasan
antara lain :

a. Terjaminnya kebebasan untuk berkumpul, berserikat, berekspresi dan
menyampaikan pendapat tanpa campur tangan dari apparat negara.

b. Terjaminnya kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan menyuarakan
pendapat antar individu dalam masyarakat.

c. Terjaminnya kebebasan untuk memeluk keyakinan sesuai dengan pilihan
pribadi masing-masing.

d. Terjaminnya kebebasan untuk berkumpul, berekpresi, berserikat,
menyampaikan pendapat dan memeluk keyakinan dalam setiap kebijakan
yang diterapkan.

e. Terjaminnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu bagi semua
kelompok dalam masyarakat.

f. Pemenuhan hak-hak pekerja dalam segala aspek terkait pekerjaan dan kondisi
kerja.

g. Kebebasan pers dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa kendala dari
pihak luar.
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2. Aspek kesetaraan

Aspek kesetaraan merajuk pada sejauh mana kelompok minoritas yang

mengalami diskriminasi dan eksklusi memiliki kesempatan yang setara dalam

mengakses sumber daya di berbagai sektor serta dalam mendapatkan kekuasaan.

Kesetaraan berfungsi sebagai dasar untuk memastikan akses yang terbuka bagi

semua kelompok masyarakat, sehingga tidak ada monopoli sumber daya

sekelompok individu atau kelompok tertentu. Aspek kesetaraan memastikan

bahwa seluruh kelompok warga negara tanpa terkecuali memiliki kesempatan

yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Dengan adanya kesetaraan dapat meminimalisir terjadinya monopoli sumber

daya oleh kelompok tertentu yang lebih dominan yang dapat memperburuk

ketimpangan sosial dan menghambat tercapainya tujuan demokrasi yang adil

dan inklusif. Terdapat beberapa indikator dalam aspek kesetaraan antara lain :

a. Kesetaraan gender

b. Keterlibatan masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui
saluran lembaga perwakilan

c. Pencegahan praktik monopoli oleh kelompok tertentu dalam penguasaan
sumber daya ekonomi

d. Pemberian akses perlindungan dan jaminan sosial bagi warga miskin

e. Kesetaraan dalam peluang kerja di berbagai wilayah

f. Akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan
publik

g. Kesetaraan dalam akses pelayanan dasar bagi seluruh warga

3. Aspek lembaga Demokrasi

Aspek lembaga demokrasi sebagai badan kelembagaan yang mendukung

terbentuknya dan berjalannya sistem politik yang demokratis dalam suatu

negara. Lembaga demokrasi menjadi institusi yang menjamin partisipasi warga,

perlindungan hak asasi manusia, pengawasan kekuasaan dan penegakan hukum.

Institusi mencakup lembaga ekskutif, yudikatif serta infrastruktur demokrasi

lainnya seperti pemilu, partai politik, media massa,dll. Institusi berfungsi

memastikan keterwakilan politik secara adil, akuntabilitas publik, serta

pengawasan dan pembatasan kekuaasaan sehingga demokrasi dapat berjalan



32

sehat dan adil. Terdapat beberapa indikator dalam aspek lembaga demokrasi

antara lain :

a. Efektivitas kerja lembaga legislatif

b. Kinerja lembaga yudikatif dalam menegakkan hukum

c. Netralitas penyelenggara pemilu

d. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan penjabat
pemerintah

e. Komitmen pemerintah atau pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan
dan kehidupan masyarakat

f. Keterbukaan anggaran dalam penyampaian informasi APBN dan APBD oleh
pemerintah

g. Efisiensi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik

h. Pendidikan politik untuk mempersiapkan kader partai politik

2.1.7 Hubungan Antar Variabel

2171 Investasi terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Investasi dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi wilayah dengan cara yang
kompleks tergantung pada jenis dan alokasi investasi tersebut. Investasi dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah yang menerima aliran modal,
menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun, jika alokasi investasi tidak merata maka dapat memperburuk ketimpangan

ekonomi antar wilayah.

Investasi yang terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu terutama di kota atau
kawasan industry yang sudah berkembang, cenderung memperkuat ketimpangan.
Daerah-daerah ini memiliki infrastruktur yang lebih baik, tenaga kerja terampil, dan
fasilitas pendukung yang memadai sehingga lebih menarik bagi investor. Hal ini
mendorong daerah tersebut semakin maju, sementara daerah lainnya yang tidak
mendapatkan aliran investasi akan tertinggal dalam aspek ekonomi, sosial dan

infrastruktur.

Selain itu, investasi yang lebih fokus pada sektor teknologi yang tinggi atau industri
besar dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, tetapi biasanya hanya

menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan.
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Sementara itu, sektor-sektor yang lebih berbasis pada pembedayaan masyarakat
lokal seperti investasi dalam Pendidikan, Kesehatan atau UMKM dapat membantu
mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan kualitas hidup dan peluang
ekonomi di wilayah yang kurang berkembang. Untuk mengurangi ketimpangan
ekonomi dapat dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mengarahkan
kebijakan investasi untuk merata dengan memberikan insentif bagi investor untuk

menanamkan modal di wilayah-wilayah yang tertinggal.

Dengan demikian, pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
bergantung pada bagaimana investasi tersebut di alokasikan dan seberapa efektif
kebijakan pembangunan yang mendukung pemerataan distribusi investasi diseluruh

wilayah.

2.1.7.2 Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi antar wilayah
bersifat kompleks dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi dapat
menciptakan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat, namun tidak selalu berarti bahwa pertumbuhanya merata di seluruh
wilayah. Wilayah yang lebih maju dalam hal infrastruktur, akses Pendidikan, dan
fasilitas lainnya akan lebih cepat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi,
contohnya di kota besar atau daerah industri akan lebih mudah menarik investasi,
menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas yang

meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

Namun, wilayah yang lebih tertinggal akan sering kali tidak memiliki kondisi
mendukung untuk ikut serta dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
disebabkan kurangnya akses terhadap pasar, fasilitas pendukung, tenaga kerja
terampil yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Akibatnya,
pertumbuhan ekonomi meningkat secara keseluruhan, keuntungan tersebut
seringkali hanya terdistribusi di wilayah-wilayah yang sudah lebih maju sehingga
memperlebar ketimpangan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, perlunya ada
kebijakan pemerintah yang memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat
dinikmati oleh seluruh wilayah bukan Sebagian kecil wilayah yang sudah lebih

maju sehingga ketimpangan ekonomi wilayah dapat berkurang.
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2.1.7.3 Infrastruktur Jalan terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Infrastruktur jalan berperan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan di
Indonesia. Jalan yang berkualitas dan terhubung dengan baik akan meningkatkan
aksesibilitas antar daerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta
meningkatkan efisiensi ekonomi. Daerah yang memiliki jaringan jalan yang baik
akan lebih mudah mengakses pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan,
yang berkontribusi pada pemerataan pembangunan. Selain itu, kualitas jalan yang
memadai juga dapat meningkatkan daya tarik wilayah bagi investor yang akan
menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja baru. Daerah yang terhubung
dengan jaringan jalan yang baik memiliki akses yang lebih mudah ke pusat-pusat
ekonomi, mempercepat pertumbuhan sektor-sektor produktif seperti pertanian,

perdagangan, dan industri.

Sebaliknya, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu
penyebab utama ketimpangan pembangunan di Indonesia. Daerah yang terisolasi
atau jauh dari pusat ekonomi sering kali kekurangan akses jalan yang memadai
yang menghambat mobilitas penduduk dan barang. Hal ini membuat daerah-daerah
tersebut sulit berkembang karena terbatasnya akses ke pasar dan sumber daya
lainnya. Ketimpangan antara pusat dan daerah semakin lebar, dengan daerah yang
lebih maju seringkali memperoleh manfaat lebih besar dari konektivitas yang baik,

sementara daerah tertinggal terperangkap dalam keterbatasan infrastruktur.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur jalan yang merata sangat penting untuk
mengurangi ketimpangan ini. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan
jalan di daerah-daerah tertinggal, guna meningkatkan aksesibilitas dan mendukung
pemerataan ekonomi. Dengan konektivitas yang lebih baik, diharapkan
ketimpangan pembangunan antara wilayah dapat dikurangi, menciptakan peluang

yang lebih adil bagi semua daerah di Indonesia.

2.1.7.4 Demokrasi terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Demokrasi dan ketimpangan ekonomi wilayah saling berkaitan karena demokrasi
mempengaruhi perumusan dan penerapan kebijakan ekonomi. Demokrasi dapat
diukur dengan Indeks Demokrasi yang mencakup tiga aspek yaitu aspek kebebasan,
aspek kesetaraan, dan aspek lembaga demokrasi. Di negara dengan sistem
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demokrasi yang kuat, kebijakan pemerintah akan lebih terbuka dan memperhatikan
kebutuhan seluruh masyarakat termasuk wilayah yang tertinggal

Negara dengan Indeks Demokrasi yang tinggi cenderung memiliki kebijakan yang
lebih inklusif dan mendukung pemerataan pembangunan. Artinya, pemerintah
berusaha untuk tidak hanya memajukan wilayah yang sudah berkembang tetapi
juga memberikan perhatian kepada daerah tertinggal. Contohnya, pemerintah dapat
mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur di wilayah
tertinggal, memberikan insentif untuk investasi di daerah tersebut dan
meningkatkan akses masyarakat di wilayah tertinggal terhadap layanan Pendidikan,
Kesehatan,dll. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata dan

ketimpangan antara wilayah dapat berkurang.

Namun, negara yang memiliki Indeks Demokrasi rendah kebijakan pemerintah
lebih sering menguntungkan kelompok-kelompok elit atau wilayah yang sudah
maju. Pemerintah tidak terlalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau
kurangnya transparan dalam pengambilan keputusan cenderung mengabaikan
wilayah yang tertinggal. Akibatnya, ketimpangan ekonomi antara wilayah
berkembang dan wilayah tertinggal semakin lebar karena tidak ada kebijakan yang

mempriotitaskan pemerataan pembangunan.

Meskipun demokrasi tidak otomatis menghilangkan ketimpangan ekonomi, tetapi
sistem ekonomi yang baik memiliki potensi untuk menciptakan kebijakan yang adil
dan merata. Dengan memastikan adanya partisipasi publik dalam proses politik,
transparansi dalam pengambilan keputusan serta kebijakan yang berpihak kepada
kesejahteraan seluruh masyarakat. demokrasi dapat membantu mengurangi
ketimpangan ekonomi antar wilayah dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan

ekonomi dirasakan oleh semua wilayah.



2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
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No. Peneliti Variabel Analisis Metode Hasil
Analisis
1. Ari Ferdian, Variabel Terikat : Pendekatan  Laju
Zul Azhar,  Ketimpangan regresi data  pertumbuhan
Novya pembangunan panel ekonomi dan
Zulva Riani dengan Penanaman
(2024) Variabel Bebas : FEM modal asing
1.Laju pertumbuhan berpengaruh
ekonomi positif dan
2.Indeks pembangunan signifikan
manusia terhadap
3.Penanaman modal Ketimpangan
asing pembangunan.
4. Angkatan kerja Indeks
pembangunan
manusia
berpengaruh
negatif dan
tidak signifikan
terhadap
ketimpangan
pembangunan.
Angkatan kerja
berpengaruh
positif dan tidak
signifikan
terhadap
Ketimpangan
pembangunan.
2. Riski Doni ~ Variabel Terikat : Pendekatan  Pertumbuhan
Damara, Ketimpangan regresi data  Ekonomi
Madnasir, Pembangunan panel berpengaruh
Nurhayati dengan negatif dan
(2024) REM tidak signifikan
Variabel Bebas : terhadap
1. Pertumbuhan Ketimpangan
ekonomi Pembangunan.
2. Investasi Investasi
3. Jumlah penduduk berpengaruh
positif dan tidak
signifikan
terhadap

Ketimpangan
Pembangunan.
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No.

Peneliti

Variabel Analisis

Metode
Analisis

Hasil

Jumlah
Penduduk
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
Ketimpangan
Pembangunan.

Mahardhika
Cipta
Raharja,
Unik
Lestari
(2022)

Variabel Terikat :
Ketimpangan
Pembangunan

Variabel Bebas :
1.Penanaman modal
asing
2.Penanaman modal
dalam negeri
3.Indeks pembangunan
manusia

Pendekatan
regresi data
panel
dengan
FEM

Penanaman
Modal Dalam
Negeri dan
Penanaman
Modal Asing
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap Indeks
Pembangunan
Manusia.
Penanaman
Modal Dalam
Negeri dan
Indeks
Pembangunan
Manusia
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap
Ketimpangan
Pembangunan.
Penanaman
Modal Asing
berpengaruh
tidak
berpengaruh
terhadap
Ketimpangan
Pembangunan.

4.

Yuniar Sri
Hartati
(2019)

Variabel Terikat :
Ketimpangan
Pembangunan Ekonomi

Pendekatan
regresi data
panel
dengan
FEM

Indeks
pembangunan
manusia
berpengaruh
negatif dan
signifikan
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No. Peneliti Variabel Analisis Metode Hasil
Analisis
Variabel Bebas : terhadap
1. Indeks pembangunan ketimpangan
manusia pembangunan
2. Infrastruktur jalan antar wilayah.
3. Penanaman modal infrastruktur
asing jalan dan
penanaman
modal asing
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
ketimpangan
pembangunan
antar wilayah.
5. Anin Nabail Variabel Terikat : Pendekatan  Indeks
Azim, Hady Ketimpangan regresi data  pembangunan
Sutjipto, Pembangunan panel manusia
Rah Adi dengan berpengaruh
Fahmi Variabel Bebas : FEM negatif dan
Ginanjar 1. Indeks pembangunan signifikan
(2022) manusia terhadap
2. Infrastruktur jalan ketimpangan
3. Penanaman modal pembangunan.
dalam negeri Infrastruktur
4. Penanaman modal jalan dan
asing Penanaman
modal asing
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
ketimpangan
pembangunan.
Penanaman
modal dalam
negeri
berpengaruh
negatif dan

tidak signifikan

terhadap
ketimpangan
pembangunan.
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pemerintah

No. Peneliti Variabel Analisis Metode Hasil
Analisis
6. Kurniati Variabel Terikat : Analisis Pertumbuhan
Mansyur, Ketimpangan regresi linier Ekonomi
Nursini, Pembangunan berganda berpengaruh
Hamrullah positif dan tidak
(2021) signifikan
Variabel Bebas : kterhadap
1. Pertumbuhan Ketimpangan
ekonomi Pembangunan.
2. Investasi Investasi
3.Pengeluaran berpengaruh
pemerintah negatif dan
signifikan
terhadap
Ketimpangan
Pembangunan.
Pengeluaran
Pemerintah
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap
Ketimpangan
Pembangunan.
7. Hendri Variabel Terikat : Pendekatan  Penanaman
Wibowo, Ketimpangan regresi data  modal dalam
Lutfi Aris Pembangunan panel negeri
Sasongko dengan berpengaruh
(2021) Variabel Bebas : FEM signifikan
1. Penanaman modal terhadap
dalam negeri ketimpangan
2. Penanaman modal pembangunan.
asing Penanaman
modal asing
berpengaruh
tidak signifikan
terhadap
ketimpangan
pembangunan.
8. Muhammad Variabel Terikat : Pendekatan  Pengeluaran
Ridho, Ketimpangan regresi data  pemerintah,
Zulgani, Pembangunan panel Pengangguran,
Erni dengan Investasi,
Achmad Variabel Bebas : FEM Tenaga kerja
(2022) 1. Pengeluaran berpengaruh

negative dan
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No.

Peneliti

Variabel Analisis

Metode
Analisis

Hasil

2.Pengangguran
3.Investasi
4.Tenaga kerja
5.Produk domestik
regional bruto

signifikan
terhadap
ketimpangan
pembangunan.
Produk
domestic
regional bruto
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
ketimpangan
pembangunan.

9.

Yuni Yuli
Anti, Ali
Anis (2024)

Variabel Terikat :
Ketimpangan
Pendapatan

Variabel Bebas :

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Indeks demokrasi
indonesia

4. Pertumbuhan
ekonomi

Pendekatan
data panel
statistik
dengan
analisis
FEM

Variabel
Pendidikan dan
Kesehatan
berpengaruh
negatif dan
tidak signifikan
terhadap
Ketimpangan
Pendapatan.
Indeks
Demokrasi
menunjukkan
hubungan
positif dan tidak
signifikan
terhadap
Ketimpangan.
Pertumbuhan
Ekonomi
memiliki
hubungan
negatif yang
signifikan
dengan tingkat
Ketimpangan
Pendapatan di
Indonesia.

10.

Nur
Asmaiyah,
Ris
Yuwono
Yudo

Variabel Terikat :
Ketimpangan
pendapatan

Pendekatan
analisis data
panel
dengan
FEM

Kredit Bank
Umum , Kredit
UMKM
berpengaruh
positif dan
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No. Peneliti Variabel Analisis Metode Hasil
Analisis
Nugroho Variabel Bebas : signifikan
(2022) 1. Kredit Bank Umum, terhadap
Kredit UMKM Ketimpangan
2. Produk Domestik Pendapatan.
Regional Bruto Produk
3. Tingkat Domestik
Pengangguran Regional Bruto,
Terbuka Tingkat
4. Angkatan Kerja Pengangguran
5. Indeks Demokrasi Terbuka,
Indonesia Angkatan Kerja
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap
Ketimpangan
Pendapatan.
Indeks
Demokrasi
berpengaruh
positif dan tidak
signifikan
terhadap

Ketimpangan
Pendapatan.
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2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori,
fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan

penelitian.

Investasi (INV)

Pertumbuhan Ekonomi

Ketimpangan
(PE)

Ekonomi Indeks
Williamson (KE)

Infrastruktur Jalan (JLN)

Y/

Demokrasi (DEM)

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dapat diuji secara empiris dan berfungsi
sebagai prediksi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis
diajukan sebelum melakukan penelitian dan dianggap sebagai dasar dari analisis
yang akan dilakukan. Hipotesis dibedakan menjadi dua jenis yaitu hipotesis nol
(Ho) menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara variabel dan
hipotesis alternative (H,) menyatakan bahwa ada hubungan dan perbedaan yang

signifikan.

1. H; :Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
di Indonesia.

2. H, : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan
ekonomi wilayah di Indonesia.

3. Hs : |Infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan

ekonomi wilayah di Indonesia.
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4. H, : Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi
wilayah di Indonesia.

5. Hg : Investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di

Indonesia.



BAB 3METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deksriptif kuantitatif guna menganalisis
pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Analisis dilakukan
dengan metode statistik deskriptif dan ekonometrika untuk mendeskripsikan fakta
dan menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik

secara parsial maupun simultan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS.
Analisis dilakukan dengan pendekatan data panel, yang dipilih karena
kemampuannya menyediakan observasi yang lebih banyak, sehingga memperluas
derajat kebebasan dan membantu mengatasi potensi penghilangan variabel. Ruang
lingkup penelitian ini yaitu 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023. Teknik

analisis menggunakan Eviews 12.

3.2 Definisi Operasional Variabel
Penelitian ini menganalisis pengaruh empat variabel independen yakni investasi,
pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan demokrasi terhadap variabel dependen

yaitu ketimpangan ekonomi wilayah.

Table 3.1 Deskripsi Variabel

Variabel Satuan Pengukuran  Sumber Data

Ketimpangan Ekonomi wilayah Indeks Badan Pusat Statistik
Investasi Triliun Rupiah Badan Pusat Statistik
Pertumbuhan Ekonomi Persentase Badan Pusat Statistik
Infrastruktur Jalan Kilometer Badan Pusat Statistik
Demokrasi Indeks Badan Pusat Statistik

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018-2023)
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1. Ketimpangan Ekonomi Wilayah
Ketimpangan ekonomi wilayah merupakan variabel dependen dengan simbol (KE).
Ketimpangan ekonomi wilayah adalah kondisi dimana ada perbedaan tingkat
pembangunan ekonomi antar daerah dalam suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi
wilayah diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson
berkisar antara O hingga 1. Nilai mendekati O menunjukkan ketimpangan
pembangunan wilayah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang merata di
berbagai daerah. Sebaliknya, nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang
tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tidak merata antar daerah. Rumus
Indeks Williamson antara lain (Anwar et al., 2023)

I = LEOD T

Y

Keterangan :
IW  : Indeks Williamson
: PDRB per kapita daerah kab / kota di tiap provinsi di Indonesia

i

Y : PDRB per kapita rata-rata daerah kab / kota di tiap wilayah di Indonesia
fi : Jumlah penduduk daerah kab / kota di tiap provinsi di Indonesia
n : Jumlah penduduk di tiap provinsi di Indonesia

Kreteria hasil yang digunakan antara lain Syafrizal (1997) dalam (Waluyaningsih
& Setiawan, 2020)

Indeks 0.7-1 : Tinggi
Indeks 0.4-0.69 : Sedang
Indeks < 0.39 : Rendah
2. Investasi

Investasi merupakan variabel independen yang disimbolkan dengan (INV) dan
diukur dalam satuan triliun rupiah. Data yang digunakan yaitu PMDN dan PMA.
Investasi adalah kegiatan penempatan dana pada berbagai aset dalam jangka
Panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Pemerintah
umumnya berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, sementara sektor swasta lebih fokus pada efisiensi,

inovasi, dan teknologi.
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3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel independen yang disimbolkan dengan
(PE) dan diukur dalam satuan persentase. Data yang digunakan yaitu laju
pertumbuhan produk domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi merujuk
pada bertambahnya kapasitas suatau negara/wilayah dalam mengasilkan barang dan
jasa secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan variabel independen yang disimbolkan dengan (JLN)
dan diukur dalam satuan kilometer (km). Data yang digunakan yaitu total panjang
jalan yang mencakup jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kab/Kota.
Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 jalan
diklasifikasikan infrastruktur transportasi. darat yang mencangkup seluruh bagian
jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan untuk
lalu lintas, jalan yang berada dipermukaan tanah, diatas tanah, dibawah tanah, di
atas air atau di bawah permukaan air kecuali jalur kereta api, lori. maupun kabel.
5. Demokrasi

Demokrasi merupakan variabel independen yang disimbolkan dengan (DEM). Data
yang digunakan yaitu Indeks Demokrasi Indonesia. Demokrasi. merupakan bentuk
pemerintahan. yang menempatkan. rakyat sebagai pemegang kekuasaan. tertinggi
dalam pengambilan keputusan negara. Hal ini berarti rakyat memiliki hak dan
kebebasan penuh untuk terlibat aktif dalam seluruh proses politik dan pengambilan
keputusan. Demokrasi diukur melalui Indeks Demokrasi indonesia yang menilai
kualitas tata kelola dan transparansi kebijakan dalam mendukung pembangunan
inklusif, dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu aspek kebebasan, aspek
kesetaraan, dan aspek lembaga demokrasi. Berdasarkan nilai Indeks, tingkat
demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu rendah (indek < 60),
sedang (indek 60-80), dan tinggi (indek > 80). Semakin tinggi nilai Indeks semakin
kuat sistem demokrasi dalam memastikan kebebasan sipil, hak-hak politik dan
efektivitas lembaga negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi
(Hidayatul et al., 2021).
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3.3 Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data

panel. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:
KE;t = Bo + B1INVie + B2PE;¢ + B3JLN; + B, DEM;e + &

Keterangan :

KE : Ketimpangan ekonomi
INV : Investasi

PE : Pertumbuhan ekonomi
JLN : Infrastruktur jalan
DEM : Demokrasi

Bo : Konstanta

P13 - Koefisien regresi

i : 1,2,.....n, yaitu data silang
t : 1,2,....n, yaitu data runtut waktu
€ : Error term

Beberapa metode pengujian yang digunakan menurut sebagai berikut (Gujarati,
2009)
1. Metode Estimasi Regresi Data Panel
Estimasi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga
metode CEM, metode FEM dan metode REM. Ketiga metode tersebut memiliki
perbedaan yang mendasar. Berikut penjelasan masing-masing metode :
a. Common Effect Model (CEM)
Estimasi metode ini merupakan bentuk estimasi yang paling dasar dalam
pengujian data panel. Estimasi ini hanya menggunakan data cross-section dan
data time series. Berikut persamaan untuk model CEM :

Yie= Bo+ B1X1it+B2X2it+ +BnXnit + Eit

Keterangan :

Yie : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
Xi2qic - Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
Bo . Konstanta (intercept)

Bi2n . Koefisien regresi

Eit . Error term
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b. Fixed Effect Model (FEM)
Model regresi FEM mengasumsikan adanya perbedaan intersep antar unit
pengamatan. Cara mengestimasi model ini adalah dengan menggunakan
variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep tersebut. Model
estimasi ini juga disebut dengan Least Square Dummy Variabels. Metode
FEM, estimasi dapat dilakukan baik tanpa pembobot (no weight)
menggunakan least square dummy variabel (LSDV) maupun dengan
pembobot (cross-section weight) menggunakan general least square (GLS).
Pembobotan bertujuan untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross-
section (Chrisetyoningnrum, 2022; Muliyawati & Sasana, 2022; Nurhaeni,
2022; Ridho et al., 2022). Pada model FEM parameter yang dapat diterapkan
meliputi pembobotan dengan field parameter dengan menggunakan cross-
section weight serta metode kovarians koefisien dengan field parameter yang
menggunakan white cross section. Tujuan penggunaan parameter adalah
untuk memperbaiki kualitas estimasi yang dihasilkan (Ariefianto, 2012).

Berikut persamaan untuk model FEM :

Yie= Bot+ B1X1it+B2X2it+B3D1it+PaD2it+ -+ PnDnit + it

Keterangan :

Yie : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

Xi2nie - Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

D123, - 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan O untuk lintas

individu yang tidak berpengaruh

Bo : Konstanta (intercept)
Pi2n : Koefisien regresi
Eit . Error term

c. Random Effect Model (REM)
Model REM adalah model estimasi data panel yang mengasumsikan bahwa
variabel gangguan dapat berkorelasi antar waktu dan antar individu. Berikut

persamaan untuk model REM :
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Yie= Bo+ B1X1it+B2Xzit++BnXnit + €t

Keterangan :

Yii : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
X12ni¢ - Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
Bo : Konstanta (intercept)

P12n - Koefisien regresi

Eit . Error term

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel
Terdapat beberapa pengujian untuk memilih teknik estimasi data panel yaitu:
a. Uji Chow
Uji Chow digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang
paling tepat antara CEM dan FEM. Hipotesis yang diuji adalah:
H, : CEM
H, : FEM
Uji Chow menggunakan uji hipotesis dengan membandingkan nilai F statistik
dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka
menolak H, artinya FEM lebih baik digunakan. Sebaliknya, jika nilai F
hitung lebih kecil dari nilai F tabel maka H,, diterima artinya CEM lebih baik
digunakan. Selain itu dapat juga dilihat pada probabilitas. Jika nilai
probabilitas lebih besar dari a = 5% maka CEM lebih baik. Sebaliknya, jika
nilai probabilitas lebih kecil dari o = 5% maka FEM lebih baik.
b. Uji Hausman
Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang lebih baik antara
FEM dan REM dalam estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah:
H, : REM
H, : FEM
Uji Hausman menggunakan uji hipotesis dengan membandingkan nilai F
statistik dengan nilai F tabel. Jika nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel,

maka menolak H, dan model yang baik adalah REM. Sebaliknya, jika nilai F
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statistik lebih kecil dari nilai F tabel, maka menolak H, dan model yang baik
adalah FEM. Selain itu dapat juga dilihat pada probabilitas. Jika probabilitas
lebih besar dari o = 5% maka REM lebih baik. Sebaliknya, jika probabilitas
lebih kecil dari o = 5% maka FEM lebih baik.
c. Uji Breusch-Pagan LM
Uji Breusch-Pagan LM digunakan untuk menentukan model estimasi data
panel yang paling tepat antara CEM dan REM. Hipotesis yang diuji adalah:
H, : CEM
H, : REM
Apabila nilai probabilitas Breusch-pagan lebih besar dari 5 % maka CEM
lebih baik. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Breusch-pagan lebih kecil dari
5 % maka REM lebih baik.

3. Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk memeriksa apakah data yang digunakan
dalam analisis data memenuhi asumsi - asumsi klasik atau tidak. Dalam data
panel, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji
heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak perlu dilakukan karena pengujian ini
hanya dilakukan pada data time series, jika dilakukan pengujian pada data selain
time series seperti data cross section atau data panel maka hasilnya akan sia-sia
atau tidak berarti (Basuki, 2021; Basuki & Prawoto, 2015). Terdapat beberapa
uji asumsi klasik, antara lain :
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah data terdistribusi normal.
Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah residual
terdistribusi secara normal yaitu metode JB dan metode grafik. Uji JB
digunakan untuk menguji normalitas data dalam penelitian dengan tingkat
signifikansi a = 5%. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas,
dimana jika probabilitas > 0.05 yang berarti data terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas
Deteksi multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas
dalam suatu model regresi saling berkorelasi. Model regresi dikatakan baik

jika variabel bebasnya tidak saling berkorelasi. Model regresi dikatakan



51

mengalami multikolinearitas jika nilai koefisien korelasi antara variabel
bebasnya lebih dari 0,8. Sebaliknya, model regresi bebas dari
multikolinearitas jika nilai koefisien korelasi antara variabel bebasnya kurang
dari 0,8.
c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji apakah errornya regresi memiliki varian yang
konstan dan tidak saling berhubungan antar satu pengamatan dengan
pengamatan lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan estimasi error term
menjadi bias dan tidak relevan. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, kita
dapat menggunakan uji t. Jika t-statistik lebih besar dari t-tabel dan signifikan
terhadap o = 5%, maka terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika t-
statistik lebih kecil dari t-tabel dan tidak signifikan terhadap a = 5%, maka

tidak ada heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah kesimpulan penelitian
yang diambil valid dan data yang digunakan akurat. Pengujian hipotesis dapat
dilakukan dengan tiga cara, yaitu:
a. Uji t-statistik (Parsial)
Uji t statistik adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel
bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t statistik
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
1. Pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
Hy: B, =0 : Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
H,: B, # 0 : Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan
ekonomi wilayah di Indonesia
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
Hy: B, = 0 : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan
terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
H,: B, # 0 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap

ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
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3. Pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
Hy: B3 = 0 : Infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap
ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
Hg,: B3 # 0 : Infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap
ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
4. Pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
Hy: B, = 0 : Demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
H,: B, # 0 : Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan

ekonomi wilayah di Indonesia

Pengambilan keputusan dengan Kkreteria yaitu

1. Ketika nilai t-statistik > nilai t-tabel atau p-value < a. = 0.05 maka H, di
tolak artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel
terikat

2. Ketika nilai t-statistik < nilai t-tabel atau p-value > o = 0.05 maka H,
diterima artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap
variabel terikat.

. Uji Signifikan Simultan (Uji F statistik)

Uji signifikansi simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah secara

keseluruhan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis secara bersamaan (simultan) dilakukan dengan

menggunakan uji statistik F untuk menentukan apakah variabel bebas secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini

dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 99%, 95%, atau 90%.

Tingkat kepercayaan menunjukkan seberapa besar kemungkinan hasil uji

tersebut benar. Derajat kebebasan (df) adalah jumlah data yang bebas. Derajat

kebebasan untuk uji F adalah (n-k) , dengan n adalah jumlah data dan k

adalah jumlah variabel bebas. Uji F yang digunakan antara lain
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Hy @ B1; B2; B3 =0 Varibel bebas secara bersama-sama tidak memiliki
pengaruh secara signifikan terhadap variabel
terikat.

H, : Bi;B2; B3 # 0 Variabel bebas secara bersama-sama memiliki
pengaruh secara signifikan terhadap varibel
terikat.

Pengambilan keputusan dengan kreteria yaitu

1. F-hitung > F-tabel atau p-value < a = 0.05 maka menolak H, artinya
variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.

2. F-hitung < F-tabel atau p-value < a = 0.05 maka H, diterima artinya
variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel
terikat.

. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) adalah ukuran seberapa baik variabel bebas dapat
menjelaskan variabel terikat. Nilai R? berkisar antara 0 hingga 1. Semakin
besar nilai Rz semakin baik variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat.
Nilai R? yang sempurna adalah 1, yaitu apabila variabel terikat dapat

sepenuhnya dijelaskan oleh variabel bebas



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh investasi,

pertumbuhan ekonomi dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di

Indonesia pada periode 2018 sampai 2023. Kesimpulan yang diperoleh adalah

sebagai berikut :

1.

Investasi berpengaruhnya signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah. Hal
ini memperlihatkan perbedaan dalam tingkat investasi antar wilayah cenderung
memperbesar ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruhnya signifikan pada ketimpangan ekonomi
wilayah, Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya
berpendapatan lebih tinggi dibanding yang pertumbuhan ekonominya rendah
sehingga memperbesar ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Infrastruktur jalan berpengaruhnya signifikan pada ketimpangan ekonomi
wilayah, dengan adanya infrastruktur jalan maka produktivitas dan
aksesibilitas barang antar wilayah akan meningkat sehingga dapat mengurangi
ketimpangan ekonomi.

Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Institusi
ekonomi yang ekstraktif menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan yang disebabkan akses ekonomi dan politik lebih
didominasi oleh kelompok tertentu sehingga pertumbuhan ekonomi hanya
memperkaya segelintir pihak dan memperburuk ketimpangan ekonomi
wilayah.

Investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikan untuk

mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia antara lain :

1. Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan
arus investasi di wilayah yang memiliki ketimpangan ekonomi tinggi.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa distribusi investasi tidak terpusat di
wilayah tertentu saja melainkan merata di seluruh wilayah sehingga
mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah.

2. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengoptimalkan peran desentralisasi fiskal
agar pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola
keuangan daerah melalui pengembangan sektor ekonomi dan optimalisasi
sumber pendapatan asli daerah. Mengingat adanya hubungan saling
memengaruhi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan,
kebijakan yang diterapkan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
tanpa mengabaikan pemerataan pembangunan.

3. Pemerintah pusat berkerja sama dengan pemerintah pusat perlu meningkatkan
pembangunan infrastruktur jalan yang merata di seluruh wilayah dengan
memprioritaskan daerah tertinggal untuk mengurangi ketimpangan
pembangunan. Pembangunan jalan yang baik akan mampu meningkatkan
produktivitas dan aksesibilitas barang antar wilayah sehingga ketimpangan
dapat berkurang.

4. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem demokrasi dengan meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, memperbaiki kualitas
layanan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses
pembangunan ekonomi wilayah yang diharapkan dapat mengurangi
ketimpangan ekonomi wilayah.

5. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya
yang akan menganalisis lebih dalam mengenai hubungan antara investasi,
pertumbuhan ekonomi dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah
di Indonesia. Selain itu, Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas
penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi

ketimpangan ekonomi wilayah.
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